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PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN  BUPATI KARAWANG 
NOMOR  47  TAHUN  2018 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG                                    

NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN KARAWANG  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI KARAWANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keserasian, keselarasan, 
efektivitas dan efisiensi  pelaksanaan tugas dan fungsi 
perangkat daerah Kabupaten Karawang, perlu dilaksanakan 
penyesuaian kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang oleh 
Perangkat Daerah Kabupaten Karawang; 
  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 
Tahun 2017 tentang  Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2016 Nomor 14); 

5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten Karawang (Berita Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 31). 

 
  MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 31 TAHUN 2017 
TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 
YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN KARAWANG. 
 

Pasal I 
   

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang, diubah sebagai 
berikut: 
 

1. Ketentuan Lampiran Angka 2 Nomor 1 ditambah huruf c, 
nomor 2 ditambah huruf c dan nomor 3 huruf d dihapus, 
sehingga keseluruhan Lampiran Angka 2  menjadi berbunyi 
sebagai berikut : 

 

2.  DINAS KESEHATAN 
 

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 

NO SUB URUSAN SUB-SUB URUSAN 

1 2 3 

1 Upaya Kesehatan 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Pengelolaan UKP 
Daerah kabupaten 
dan rujukan tingkat 
Daerah kabupaten; 

b. Pengelolaan UKM 

Daerah kabupaten dan 
rujukan tingkat Daerah 
kabupaten; 

c. Penerbitan Izin 
Puskesmas. 
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2 Sumber Daya Manusia 
(SDM) Kesehatan 
 

a. Penerbitan Izin Praktik 
Nutrisionis; 

b. Perencanaan dan 
pengembangan SDM 
kesehatan untuk UKM 
dan UKP Daerah 
kabupaten; 

c. Penerbitan Izin Praktek 
Dokter Internship. 
 

3 Sediaan Farmasi, Alat 
Kesehatan, dan 
Makanan Minuman 
 

a. Penerbitan rekomendasi 
produksi alat kesehatan 
kelas 1 (satu) tertentu 
dan PKRT kelas 1 (satu) 
tertentu perusahaan 
rumah tangga; 

b. Penerbitan Sertifikat 
Produksi Pangan 
Industri Rumah Tangga 
(SPPIRT); 

c. Penerbitan Sertifikat Laik 
Higienis Sanitasi Jasa 

Boga, Rumah 
Makan/Restaurant dan 
Depot Air Minum; 

d. Dihapus; 

e. Penerbitan Sertifikat Laik 
Sehat Hotel; 

f. Pengawasan post-market 
produk makanan-
minuman industri 
rumah tangga. 

4 Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan 
 

Pemberdayaan masyarakat 
bidang kesehatan melalui 
tokoh kabupaten, kelompok 
masyarakat, organisasi 
swadaya masyarakat dan 
dunia usaha tingkat 
kabupaten. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang. 

 
 

Ditetapkan  di Karawang 
pada tanggal 29 Maret 2018   

 
       BUPATI KARAWANG, 

 
   ttd 

 
 

        CELLICA NURRACHADIANA 
 
 

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 29 Maret 2018   
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
KARAWANG, 

 
 

ttd 
 

TEDDY RUSFENDI SUTISNA 

 
 

BERITA DAERAH  KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018 
NOMOR    47    . 

 
 
 

   Salinan sesuai dengan aslinya 
   KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
      ttd 

 
 

NENENG JUNENGSIH 

NIP. 19640501 199003 2 004 


